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WALIKOTA SEMARANG
PROVINSIJAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 3ら TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KER」 A UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN

PERBENGKELAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Walikota

Semarang Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan

Perbekalan Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota

Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun

2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Dinas Peralatan dan Perbekalan Pengelolaan Sumber

Daya Air pada Dinas Pekerjaan Llmum Kota Semarang, perlu

ditinjau kembali;
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b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu

membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang

Pembentukan,Kedudukan,susunanOrganisasi'T\rgasdan
Fungsi serta Tata Kerja Llnit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan

dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota

Semarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerahKotaBesarDalamLingkunganPropinsiDjawa

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa

Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

PeraturanPerundang-undangan(lembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (t embaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2014

Nomor 244 Tambaltan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Ta\run 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan ['embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

(irmbaran i'{egara Repubiik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg€rraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 12 Talrun 2Ol7

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Semarang (lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang

Nomor I 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KER」A
UNIT  PELAKSANA  TEKNIS  DINAS  PERALATAN  DAN
PERBENGKELAN  PADA DINAS  PEKER」 AAN UMUM KOTA
SEMARANG

BAB I

mNTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalam Fbraturanヽ V」」は■a ini yang dinMよsud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
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2' Pemerintah Daerarr adalah wa-rikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin peraksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

3- Walikota adalah Walikot-a Semarang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semararg.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6' Perangkat Daerah adarah unsur pembantu walikota dan Dewan perwakilan RakyatDaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintaha, ya,g menjadi kewenangan

Daerah.

7' Dinas Pekerjaan umum adalar Dinas pekery'aan Umum Kota semarang.8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pekeq.aan rJmum Kota Semarang.9' unit Peraksana Teknis Dinas peralatan dan perbengkelan yang selanjutnyadisingkat uprD peralatan dan perbengkelan adalah Unit pelaksana TeknisDinas peralatan dan perbengkelan pada Dinas pekerjaan Umum Kota
Semarang.

10' Kepala UprD adalah Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas peraratan danPerbengkelan Kota Semarang.
1 1. .Iabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan .vang berjsi fungsi rian tugasberkaita, dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian pertama

pembentnkan

Pasal 2
Dengan Peraturan warikota ini dibentuk uprD peraratan dan perbengkelan.



Bagiarl Kedua

Kedudukan

Pasa1 3

(1)lJPTD pera■ atan dan Perbengkelan ad」 ah unsur pelaksana tugas teknis pada
Dinas Pckettaan umum。

(2)uPTD Peralatan dan Perbengkelan dipimpin Oleh seorang Kepala uPTD yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungiaWab kepada Kepala Dinas lnelalui

Sekreta五 s。

Bagran Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4
susunan organisasi uprD peralatan dan perbengkeran, terdiri dari:a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Jabatan Fungsional.

'Sub Bagran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagien,v411g berkectudr_rkan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
Bagan organisasi uPTD Peralatan dan Perbengkelan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari peraturan
Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Baglan Pertama

詢 gas

Pasa1 5

UPTD Peralatan dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kegiatan teknis OperasiOnal Dinas Pekettaan umurn lrleliputi pengadam,

pengelolaan,pengOperadan,pemeliharaan periat〔
遍l dan perbengkelan_
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Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksucl dalam pasal 5,
UPTD Peralatan dan perbengkelan mempunyai fungsi:
a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
c. pemberian petunjuk kepada bawahan;

d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. pelaksanaan kegiatan penyusun€rn Sasaran Keg'a pegawai;

f- pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait
atas perintah pimpinan;

g. pelaksana€rn perencan€ran kebutuhan peralatan dan perbengkelan;

h. pelaksanaan pengadaan suku cadang;

i. pelaksanaan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan peralatan pekerjaan

umum secara rutin dan berkala;
j. pelaksanaan penyimpanan dan distribusi suku cadang dan peralatan

pekerjaan Llmum;

k. pelaksanaan penginventarisasian dan pendataan aset peralatan dan
perbengkelan;

I. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Peralatan dan Perbengkelan;

m. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di
UPTD Peralatan dan Perbengkelan;

n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di
UPTD Peralatan dan Perbengkelan;

o. pelaksanaan penilaian kinery'a pegawai dalam lingkup tanggungjawabya;

p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pro$am/kegiatan;

q. pelaksanaan penyusunan laporan program/ kegiatan; dan

r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas

dan fungsinya.



Bagian Ketiga

Kepala UpTD
pasal 7

Kepala LIP'.D mempunyai tugas merencaaakan, memimpin, mengkoorclinasikan,
menyusun kebiiakan membina, mengawasi, dan mengendalikan serta
mengevaluasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasar 6.

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha
pasal 8

sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahan.

Pasal 9
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daram pasar g, sub Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. penyiapan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
b. Penyiapan kegratan penyusunan keb4akan di IJPTD peralatan dan

Perbengkelal;

c. penyiapan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran UpTD peralatan dan perbengkelan;

d. penyiapan kegiatan pembagian tugas kepada bawahan;
e. penyiapan kegiatan bimbingan kepada bawahan dalam lingkup

tanggungiawabnya;

f. penyiapan kegiatan pemeriksaan hasil kerja bawahan;
g. penyiapan kegiatan penyusunan Sasaran Keq.a pegawai;

h. penyiapan kegiatan pelaksanaan koordinasi;

i. penyiapan kegiata' pengeroiaan dam penatausairaa:r keuar:ga. uprD
Peralatan dan perbengkelan;

j' penyiapan kegiatan pengerolaan gaji dan tunjangan pegawai di ringkungan
UPTD Peralatan dan perbengkelan:
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penyiapan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan,dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPTD peralatan danPerbengkelan;

penyiapan kegiatan penyediaan jasa komunikasi dan listrik;
penyiapan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan,
dan kunjungan tamu di Iingkungan uprD peraratan dan perbengkelan;
penyiapan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor-, barang ioventaris,
dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
penyiapan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan baranginventaris;

penyiapan kegiatan pengerolaan kepegawaian di lingkungan UprD peraratan
dan Perbengkelan;

penyiapan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi uprD
Peralatan dan perbengkelan;

penyiapan kegiatan penilaian kineqia pegawai dalam lingkup
tanggungjawabnya penyiapan kegiatan penyusunan laporan program dan
kegiatau

penyiapan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
penyiapan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan;dan
penyiapan kegiatan fungsi lain 5,ang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.
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BAB IV

」ABATAN FUNGSIoNAL

Pasal lo

」abatan fungsiOnai mempunyai tugas melaksanakan

Peralatan dan Perbengkelan sesuai dengan keahlian

peraturan perundang― undangan

sebagian tugas UFTD

dan kebutuhan sesuai



Pasal 11

(1) Jabatan Fungsionar sebagaimana dimaksud daram pasal
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
berb"gai keiompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsionar senior dan
bertanggungiawab kepada Kepala UpTD.

(3) Jumrah Jabatan Fungsionar ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
ke4ja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB V

TATA KER.]A

Pasal 12
(r) Dalam melaksanar<an tugas setiap pimpinan unit organisasi dan pejabat

fungsiona_l dalam lingkup UPTD peralatan dan perbengkelan wajib
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi secara verlikal dan horizontal baik dalam ringkungan masing-
masing maupun antar perangkat daerah di tingkungan pemerintah Daerah
serta dengan instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
masing-masing.

(2) Dalam melaksanakal program dan kegiatan setiap pimpinan wajib menyusun
dan menerapkan Standar pelayanan Operasional prosedur.

Pasai 13
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin,
mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagr
pelalsanaan tugas bawahannya masing_masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpang€rn agar mengambil langkah_langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang_undangan.

10, terdiri dari

terbagr dalam
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(3) setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(a) setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan masing_masing dan menyiapkan
laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) setiap laporan yang diterima oreh pimpinan satuan organisasi dari basvahan
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan raporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing_masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan keq.a.

(7) Dalam melaksnakaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib
mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

a' Peraturan warikota Semarang Nomor 9g rahun 2016 tentang pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi, serta Tata Keq.a Unit
Pelaksana Teknis Dinas peralatan dan perbekaran Bina Marga pada Dinas
Peke4'aan umum Kota semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 98);



b. Peraturan walikota semarang Nomor 99 Tahun 2016 tentang pembentukan,
Kedudukan, susunan organisasi, Tlrgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas peralatan dan perbekalan pengelolaan sumber Daya
Air pada Dinas Peke4'aan Umum Kota semarang (Berita Daerah Kota semarang
Tahun 2016 Nomor 99);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal s :U t,lr zotB

WALIKOTA SEMARANG

Diundangkan di Semarang
pada tanggal b JUN 2.ola

q. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

AGUS RIYANTO

HENDRAR PRIHADI

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR =3



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR ζ6 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN
FUNGSI,SERTA TATA KER」 A UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERALATAN DAN PERBENGKELAN
PADA DINAS PEKER」AAN UMUM
KOTA SEMARANG

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGKELAN PADA

DINAS PEKER」 AAN UMUM KOTA SEMARANG

SUB BAGIAN

TATA USAHA

KELOMPOK」 ABATAN

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI


